
1 
 

 

 
 

 
 

 
BUPATI SIGI 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI SIGI 

NOMOR  54 TAHUN 2022 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SIGI, 
 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022; 

   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4873); 

  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679);   

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

SALINAN 
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Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6757); 

7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 6041);    

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
547); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan 
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 

Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 910); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 19 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Sigi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sigi Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 26); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 96) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sigi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 

123); 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 111); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 4,  Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 127); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 128); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi 

Tahun 2021 Nomor 8); 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 Nomor 5); 
30. Peraturan Bupati Sigi Nomor 20 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sigi 
Tahun 2021 Nomor 20 ); 

31. Peraturan Bupati Sigi Nomor  44  Tahun 2022 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi Tahun 

2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2022 
Nomor 44); 
 

   
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2022. 
 

 
Pasal 1  

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 
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2. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 

3. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

4. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
6. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 
pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar 
kembali. 

7. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah 
pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum 

daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh 

bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 
9. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi. 

10. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 
11. Bupati adalah Bupati Sigi. 
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

Pasal 2  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar 

Rp 1.199.531.689.931,00 bertambah sebesar Rp 126.380.360.506,00 sehingga 
menjadi Rp 1.325.912.050.437,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula      Rp    1.136.660.233.750,00 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp         20.922.083.070,00 
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.157.582.316.820,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula      Rp    1.198.526.905.537,00 
a. Bertambah/(berkurang)    Rp       126.380.360.506,00 

Jumlah belanja daerah setelah perubahan      Rp   1.324.907.266.043,00 
3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 
1) Semula      Rp        62.871.456.181,00 
2) Bertambah/(berkurang)   Rp      105.458.277.436,00 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  
perubahan                                                Rp      168.329.733.617,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 
1) Semula      Rp          1.004.784.394,00 

1) Bertambah/(berkurang)   Rp                            NIHIL 
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 
perubahan                                                 Rp         1.004.784.394,00 

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan  Rp 167.324.949.223,00 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan     Rp                NIHIL 
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Pasal 3  

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran  Perubahan  APBD  Yang Diklasifikasi 
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

2. Lampiran II  Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

3. Lampiran III   Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 

Bantuan Sosial; 
5. Lampiran V Rincian    Dana   Otonomi   Khusus    Menurut    Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
6. Lampiran VI Rincian    DBH-SDA    Pertambangan    Minyak     Bumi     dan 

Pertambangan  Gas  Alam/Tambahan   DBH-Minyak dan   

Gas   Bumi   Menurut   Urusan   Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, 

Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan 
Pembiayaan; 

7. Lampiran VII Rincian   Dana   Tambahan   Infrastuktur   Menurut    Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub 
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ 

Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala 

Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas 
Perbatasan Negara. 

 
 

Pasal 4  

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 5  

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran 
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 6  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi. 

 
 
 

Ditetapkan di Sigi Biromaru 
pada tanggal, 4  Oktober  2022 

 
BUPATI SIGI, 

 
ttd 

 

MOHAMAD IRWAN 
 

 
Diundangkan di Sigi Biromaru 

pada tanggal, 4  Oktober  2022 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI, 

            ttd  

                      NUIM HAYAT 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2022 NOMOR 54 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
            KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI 
 

 

 
     RUSDIN, SH 
    Pembina Tkt I 

          NIP. 19721205 200212 1 007 
 

 


